baikan tersebut hanya memo
ditangani dengan baik. Bahkan,

lienpasar (Bali Post) -

Perbaikan trotoar di Jalan Dewi Sartika, Denpasax; menuai keluhan. Pasalnya, per-
angkan saluran air di bawahnya tidak
tidak ada pengerukan, sehingga dikhawatirkan per-

les di luarnya. Sed

“» Bali Post

Dewan Soroti
Perbaikan
rotoar Jalan
Dewi Sar

baikan trotoar tersebut menjadi mubazir.

Hal ini ditegaskan anggota
Komisi III DPRD Denpasar
A.A. Susruta Ngurah Putra
di kantornya, Selasa (26/5)
kemarin. Pihaknya prihatin
dengan pola pengerjaan trotoar
yang hanya menempel pav-
ing blok di atas trotoar lama.
“Semestinva. sebelum perbai-

kan dilakukan pengerukan,
sehingga ketika musim hujan,
fungsi drainase tersebut bisa
lebih maksimal,” ujar politisi
Demokrat ini.

Susruta menyayangkan
pengerjaan trotoar di sepan-
jang Jalan Dewi Sartika yang
kini sedang berlangsung, hanya

mikian. Pola pengerjaan yang
tidak diawali dengan pengeru-
kan alur air di bawahnya,
dikhawatirkan akan mubazir.
Ketika hujan turun, air akan
tetap meluap di jalan, kar-
ena saluran drainasenya ter-
sumbat sampah dan juga ada
pendangkalan. “Sebenarnya
saat ini momen yang tepat
untuk melakukan péngerukan
drainase akibat terjadi pen-
dangkalan, sehingga ketika
musim hujan tiba, fungsi drai-
nase berjalan optimal. Air pun

main tumpuk. Berbeda dengan
pengerjaan trotoar di Jalan
Surapati yang telah rampung.
Kalau dijalan itu, memang ada
perbaikan di saluran bawah-
nya, sehingga ketika hujan, air
mengalir dengan baik.
Namun, pengerjaan trotoar

tika
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TROTOAR - Beberapa
pekerja tengah memper-
baiki trotoar diJalan
Dewi Sartika, Denpasar,
Selasa (26/5) kemarin.
Perbaikan trotoar terse-
but merupakan proyek
pemeliharaan berkala
jalan provinsi dengan
anggaran dana bersum-
ber dari APBD.

o R

akan mengalir dengan baik dan
tidak meluber di jalan,” ujar
Susruta. ¢ i

Kepala Dinas PU Kota J
Denpasar I Ketut Winarta
yang dikonfirmasi menga-
takan, proyek perbaikan tro-
toar di jalan itu dikerjakan
oleh provinsi. Pihaknya sudah
sempat berkoordinasi terkait I
pengerukan di bawahnya.
“Kami sudah koordinasikan
dengan provinsi untuk dilaku-
kan pengerukan,” katanya.
(kmb12) :

di Jalan Dewi Sartika tidak de-
ad : fitd midsina
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Denpasar (Bah Post) -

. Sesuai jadwal yang sudah
§ ) diagendakan, tim penyidik
Kejaksaan Negeri (Kejari)
Denpasar kembali memeriksa
saksi atas dugaan korupsi
perjalanan dinas di Pemkot
Denpasar. Selasa (26/5) ke-
marin, giliran Kabag Keuan-
gan Sekretariat Dewan (Set-
wan) Denpasar Made Suwirta
dan Kasubag Perbendaharaan
Ni Made Ardani diperiksa tim
penyidik.

Mereka tiba di kantor
Kejari Denpasar pimpinan
Imanuel Zebua pada pukul
09.00 wita. Suwirta diper-
iksa jaksa Gusti Widana dan
Ardani diperiksa oleh jaksa
Lumi Sendi. Kasi Intel Kejari-
Denpasar Syahrir Sagir men-.
gatakan, mereka diperiksa
terkait dengan tugas pokok
dan fungsi, khususnya soal
perjalanan dinas.

Syahrir juga mengata-
kan, pemenksaan dllakukan

nantinya jika ada saksi yangf
sebelumnya sudah diper-
iksa namun diperlukan ket-
era gannya, akan d1pang-

(PPTK) di DPRD Kota
Dex* asar Gusti Made Patra
dan mantan Kasubag Kerja

Sama dan Fasilitas DPRD Kota
Denpasar yang saat ini Kepela
UPTP engelo]a-Gedung Sewakav‘

pem eriksa Luga Herhanto

P Q)
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5
s 13
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Sedangkan Gede Wira diper-

iksa di Posko Bantuan Hukum

Kejari Denpasar.
Informasi yang didapat,

»saks1 dari PPTK membawa

tambahan data sebanyak
dua kardus. Data tersebut
berkaitan dengan proses
teknis pelaksaan perjalanan
dinas tahun 2013. Isi data
itu, dari proses penunjukan
travel yang jadi rekanan

- sampai rekap laporan penggu-

naan anggaran. Hal tersebut
dibenarkan Kasi Intel Kejari
Denpasar-Syahrir Sagir. Dia
mengatakan, tambahan data
itu bisa membantu penyidik

‘dalam menelusuri dan mem-

bongkar penggunaan ang-
garan perjalanan dinas di

" Pemkot Denpasar. (kmb37)
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50 persen. Sedangkan desa

' Bali Post
o e o
'Gaji Perangkat

‘Desa Dirapel

Singaraja (Bali Post) -
Menyusul molornya
pencairan nafkah para
perangkat desa, membuat
pemerintah daerah terus
berupaya agar gaji bulanan
perangkat desa segera cair.
Tertundanya pencairan
nafkah hingga lima bulan
ini bukan karena unsur
kesengajaan, tetapi Kon-
disi ini terjadi akibat pen-
erapan UU No. 6 tahun
2014 tentang Desa dan
perubahan aturan hukum
yang lainnya. Namun, pe-
merintah daerah menjamin
dalam waktu dekat ini,
nafkah perangkat desa
di Bali Utara akan bisa
dibayarkan dex?gan sistem

rapel.

" Demikian hiungkap-
kan Kepala Badan Pem-
berdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa
(BPMPD) Buleleng Gede
Sandhiyasa didampingi
Kabag Humas déan Protokol
Sekkab Buleleng Made
Supartawan Selasa (26/5)
kemarin.

Lebih jauh Sandhiyasa -

mengatakan, menyusul

‘berlakunya UU No. 6 tahun

2014 tentang Desa, pemba-
yaran nafkah perangkat
desa dari semula dalam
bentuk Tunjangan Perang-
kat Pemerintahan Desa
kini diubah menjadi peng-
hasilan tetap (siltap). Bu-
kan hanya instilah yang
berubah, namun pemba-
yaran nafkah perangkat
desa ini juga berubah dan
terkesan ribet.'Sandhiyasa
mencontohkan, pemba-
yaran nafkah perangkat
desa 'ditentukafx berdasar-
kan persentase dana desa
yang diterima masing-mas-
ing desa. Desa yang men-
erima dana desa di atas Rp
900 juta persentase siltap
ditetapkan 30 persen. Desa
yang menerima dana desa
dari Rp 700 juta hingga
Rp 900 juta persentase
siltap sebesar 40 persen.
Desa yang menerima dana
desa dari kisaran Rp 500
juta hingga Rp 700 juta
persentase siltap sebesar

‘labu, 7272 Mei 2015

(2

yang menerima dana desa
di bawah Rp 600 juta,
persentase siltap sebesar
60 persen. Persentase silt-
ap ini akan dijadikan acuan
untuk menghitung nilai
nafkah perangkat desa.
Dengan pola ini risikonya
desa yang menerima dana
desa dengan nilai besar
namun jumlah perang-
kat desa gemuk, maka
otomatis K{siltapnya akan
semakin kecil. Sebaliknya
desa yang minim perang-
kat dan jatah dana desan-
ya juga minim, siltapnya
akan lebih besar karena
pembaginya sedikit. Seh-
ingga nafkah yang akan
dibayarkan otomatis akan
lebih besar. “Seperti itu
perhitungannya dan ini
sudah kita sosialisasikan.
Desa yang memang gemuk
perangkat desanya dan
siltapnya kecil yang oto-
matis nafkah akan kecil,
namun akan bisa ditutupi
dari dana tunjangan yang
mereka terima,” katanya.
(kmb38)
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Bali Post

Progra

Singaraja (Bali Post)
Penyidikan dugaan

Sebelumny3, yang bersang-
kutan ditunjuk sebagai Peja-
bat Pembuat Komitmen (PPK)

" proyek fisik di bidang Bina
Marga Dinas PU Buleleng.
Bukan hanya program pelak-
sanaan terancam mandek,
namun penahanan itu juga
.berbuntut pada terancamnya
proses pembayaran tahapan
proyek yang sudah dikerjakan
oleh rekanan. ol

Kepala Dinas Pekerjaan
Umum (PU) Buleleng, Nyo-
man Gede Suryawan, ketika
ditemui di lobi kantor Bupati
Selasa (26/5) kemarin, tidak
menampik kalau tugas-tu-
gas di Bidang Bina Marga
mulai mandek setelah anak
buahnya itu ditahan kar-
ena terlibat dugaan kasus
korupsi. Lebih jauh, Sury-
awan mengatakan, sebelum
Suwitra ditahan, pekerjaan
yang menjadi tugas-tugas
dinasnya masih bisa diker-
jakan dengan baik. Namun,
pascapenahanan itu, tugas-
tugas yang diemban oleh yang
bersangkutan mulai mandek.

Kabid

eranc

kasus k
yang menyeret Made Suwitra
Bina Marga Dinas Pekerjaan
menjabat sebagai Kepala Bida
Singaraja sejak Kamis (21/5) ¥

adi Tersangka

Bina Marga

|

prupsi proyek di Desa Lemukih Kecamatan Sawan
dikhawatirkan berdampak pada program Bidang
mum (PU) Buleleng. Pasalnya, Suwitra yang masih

ng (Kabid) Bina M*rga resmi ditahan di Rutan
ekan lalu. fie B g ‘

dengan pihak rekanan. Tak
-pelak, situasi ini bisa saja
akan mengganggu pelaksan-
aan proyek lain di Dinas PU
jika situasi ini tidak segera
. diambil langkah serius. “San-
~ gat terasa dampaknya karena
yang bersangkutan menjadi
- PPK kegiatan di PU dan
kalau tidak diambil lang-
kah penanggulangan, kami
khawatir program di dinas
akan mendek, karena rekan
kami menghadapi persoalan
hukum,” tegasnya. ]
- Mencegah jangan sam-
pai kasus ini menghambat
kegiatan fisik di Dinas PU,
Suryawan secepatnya akan
menghadap Bupati Bule-
leng Putu Agus Suradnyana.
Pihaknya akan melaporkan
_ terkait kondisi di Bidang
Bina Marga setelah kabidnya

palagi, dalam tahun ang-
aran 2015 ini, Suwitra yang
enjabat Kepala Bidang (Ka- -
d) Bina Marga sekaligus

%tunjuk sebagai PPK untuk
P
D

slaksanaan proyek fisik di
inas PU Buleleng. Bahkan,
aat ini beberapa proyek
sik yang sudah berjalan itu
ekarang ini memasuki pada
ahapan (termin) pembayaran

ditahan karena kasus dugaan

korupsi. Kepada Bupati, dia

akan meminta petunjuk lebih
lanjut agar tugas-tugas dinas
di Bidang Bina Marga tetap

" bisa berjalan seperti biasa.

(kmb38)

fobu, 27 Ma) 20(5
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Mantan I@ﬂﬁispendaBalidan

Kadispenda Denpasar

Diperiksa

Denpasar (Bali Post) -

Sehari setelah memerika Katiispenda Badung Adi Arnawa, tim penyidik perka-

ra dugaan penyelewengan PHR (Pajak Hotel dan
kemarin kembali memeriksa beberapa pejabat p

Restoran) Badung, Selasa (26/5)
enting. Mereka adalah mantan

Kadispenda Bali Wayan Suarjana yang saat ini sebagai Sekwan DPRD Bali dan

satunya lagi Kadispenda Kota Denpasar

Dewa Semadi. Keduanya diperiksa

untuk memperjelas soal pembagian PHR yang diduga bermasalah.

Jaksa yang memeriksanya.

adalah Ketut Yasa, Suasti
dan Made Tangkas. Kadis-
penda Denpasar Semadi yang
ditanya sejumlah wartawan
ketika hendak masuk ruan-
gan jaksa penyidik, belum
mau berkomentar banyak.
“Saya belum bisa jelaskan,”
_ katanya. i iy
N ey e ¥ ’ I

 Sementara itu, jaksa Tang- e
kas mengatakan, pada intinya

tim meminta data khususnya
yang berkaitan dengan PHR.
“Kan ada juga penyisihan
PHR oleh Pemkot Denpasar,”
sebutnya. 2.

Di pihak lain, Sekwan Bali
mengaku hanya menyerah-
kan data. Saat di Kejati Bali,

Suarjana didampingi salah

satu pegawai di Biro Hukum.
“Hanya menyerhkan data,”
kaﬁ sesaat setelah turun
dari lantai dua Kejati Bali.
Sebelumnya, Kadispenda
Badung Adi Arnawa men-
jalani peémeriksaan di Kejati
Bali. Dia dimintai keterangan
atas dugaan' penyimpangan
pembagian PHR Kabupaten
Badung ke kabupaten/kota se-
Baji. Pemeriksaan pria yang
digadang-gadang sebagai
bakal calon Bupati Badung
te t memang tidak begitu
lama seperti halnya pemer-
iksaan saksi-saksi biasanya
yang berlangsung dari pagl
hingga sore. .

Salah seorang jakss
penyidik, Made Tangkas.
membenarkan diperiksanys
Kadispénda Adi Arnawa. Dia
meng ., Adi Arnawa me-
nyerahkan -data PHR tahun
2014. Ketika ditanya men-
gapa pemeriksaannya cepat,
Tangkas mengatakan bahwa
Adi Arnawa untuk sementara
tidak terlibat plafon peny-
ertaaan PHR ke kota-kota
yang mendapatkan bagian.
“Tetapi nanti jika ada atau
ditemukan kesaksian yang
menyatakan saksi Adi Ar-
nawa ada dalam PHR ini, kita

‘akan panggil kembali yang

bersangkutan,” sebutnya.
Sementara itu, Adi Arnawa
vang dimintai konfirmasi
Bali Post mengatakan dia
datang ke kejaksaan untuk
membawa data. “Saya datang
ke Kejati untuk menyerahkan
data pendapatan saja. Saya
serahkan dokumen (penda-
patan) karena itu kan bagian
saya,” jelasnya. (kmb37)




